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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

I. UMUM 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, DPRD berkedudukan sebagai penyelenggara 
Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. Keduanya  
sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD 

mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: fungsi pembentukan Peraturan 
Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan Kepala 
Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan 

kebijakan Daerah.  

 

Selanjutnya dalam posisinya sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki hak, kewajiban, tugas, 
wewenang, dan fungsi DPRD. Di antara hak yang dimiliki Pimpinan 

dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

hak keuangan dan administratif.  

 

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Sukoharjo perlu disesuaikan. 
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Pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan dalam rangka meningkatkan 

peran dan tanggung jawab lembaga DPRD untuk mengembangkan 
kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah 
dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta 

mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga 
DPRD dan Kepala Daerah, serta meningkatkan kualitas, 

produktivitas, dan kinerja anggota lembaga demi mewujudkan 
keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

 

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam 
pemenuhan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota 
DPRD.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

Cukup jelas.  

Pasal 2  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas 
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi 
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Pasal 3  

 Cukup jelas.  

Pasal 4  

Ayat (1)  

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk 

tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki 

istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Pasal 5  

 Cukup jelas.  

Pasal 6  

 Cukup jelas.  

Pasal 7  

 Cukup jelas.  
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Pasal 8  

 Cukup jelas.  

Pasal 9  

 Cukup jelas.  

Pasal 10  

 Cukup jelas.  

Pasal 11  

Ayat (1)  

 Cukup jelas.  

Ayat (2)  

 Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang 

bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah 
medical check up.  

Ayat (4)  

 Cukup jelas.  

Pasal 12  

Cukup jelas.  

Pasal 13  

 Cukup jelas.  

Pasal 14  

Cukup jelas.  

Pasal 15  

 Cukup jelas.  

Pasal 16  

 Cukup jelas.  

Pasal 17  

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah 
bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau 

dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 
dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan 
perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula 

sebaliknya.  

Pasal 18  

 Cukup jelas.  

Pasal 19  

 Cukup jelas.  

 



- 21 - 
 

Pasal 20  

 Cukup jelas.  

Pasal 21  

Ayat (1)  

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk 

mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang 
kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam 
mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.  

Ayat(2)  

Cukup jelas.  

Pasal 22  

 Cukup jelas  

Pasal 23  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain 
menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan 

yang ada di masyarakat, melaksanakan dan 
menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh 

Anggota DPRD.  

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk 
pelayanan, keamanan, dan transportasi guna 

mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil 
ketua DPRD.  

Yang dimaksud denga “kebutuhan lain” antara lain 
untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara 
peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat 

daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada 
kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan 
tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan 

pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok 
masyarakat yang sifatnya insidental.  

Ayat (2)  

 Cukup jelas.  

Ayat (3)  

 Cukup jelas.  

Ayat (4)  

 Cukup jelas.  

 

Ayat (5)  

 Cukup jelas.  

Ayat (6)  

 Cukup jelas.  
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Pasal 24  

 Cukup jelas  

Pasal 25  

 Cukup jelas.  

Pasal 26  

 Cukup jelas.  

Pasal 27  

 Cukup jelas.  

Pasal 28  

 Cukup jelas.  

Pasal 29  

 Cukup jelas.  

Pasal 30  

 Cukup jelas.  

Pasal 31  

 Cukup jelas.  
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